
 

 

 

 

 

BUPATI SITUBONDO 
 

PERATURAN   

BUPATI  SITUBONDO 

NOMOR     22  TAHUN 2009 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

Menimbang :     a.  bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 

merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang perlu 

dijabarkan dalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka 

merealisasikan target kinerja Tahun 2010; 

b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2010. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 

4. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355) ; 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4400 ) ; 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor  4421);  

9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama 
dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor  4481) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan   Pemerintah  Daerah     
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2010; 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  1 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Situbondo Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, 
Seri A Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2008  Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Situbondo ; 

24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian 
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 
Situbondo. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO 

TAHUN 2010. 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. 

4. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2006-2010, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

Pasal  2 

RKPD Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada 

tanggal 01 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. 

Pasal  3 

RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 yang berisi 

program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 

Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah 

Propinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
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Pasal  4 

(1)  RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Gambaran Umum Daerah Tertinggal 

BAB III Strategi Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal 

BAB IV  Pengembangan Perekonomian Lokal 

BAB V Pemberdayaan Masyarakat  

BAB VI Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

 

(2)   Uraian secara rinci RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal  5 

RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan   

sebagai : 

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah dalam menyusun Renja-SKPD. 

2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan 

Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Kabupaten Situbondo 

Tahun Anggaran 2010. 

Pasal  6 

Dalam rangka menyusun RAPBD sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2 : 

1. RKPD digunakan sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara dengan DPRS. 

2. RKPD digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melakukan 

pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RKA-SKPD). 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 28 Juli 2009            

 

WAKIL BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd 

 

Drs. H. SUROSO, M.Pd. 
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Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 28 Juli 2009 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

 

ttd 

 

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 22 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


